




A. Latar Belakang Masalah 
Zakat merupakan kewajiban bagi umat muslim yang mampu dengan sesuai 
syariat islam. Selain itu zakat juga merupakan salah satu cara untuk mengatasi 
permasalahan seperti penganggulangan kemiskinan, sehingga dapat mewujudkan 
kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran untuk masyarakat. Tetapi masih banyak 
masyarakat yang mampu terutama umat muslim yang belum mengetahui 
pentingnya membayar zakat. 
Pada tahun 1998 Badan Amil Zakat Infaq Shadaqah (BAZIS) Kota Bandung 
terbentuk dengan masa kepengurusan 1998-2001, namun sejak diberlakukannya 
undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Pada 
kepengurusan 2001-2005 BAZIS Kota Bandung berganti menjadi BAZ Kota 
Bandung sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 38 Tahun 1999 tentang 
Pengelolaan Zakat dan KMA Nomor : 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.  
Setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang 
Pelaksanaan Undang-undang   Nomor: 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. 
Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bandung berubah menjadi BAZNAS Kota 
Bandung. Adapun BAZNAS Kota Bandung dibentuk oleh Menteri Agama atas 





bertanggung jawab kepada BAZNAS Pusat, BAZNAS Provinsi dan pemerintah 
kota Bandung.  
Berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 
tentang Pengelolaan Zakat dalam Undang-Undang ini yang dimaksud ialah : 
1. Pasal (1) ayat (1); Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, 
pelaksanaan, dan pengkordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, 
dan pendayagunaan zakat; ayat (2); Zakat adalah harta yang wajib 
dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada 
yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.   
2. Pasal 2 pengelolaan zakat berdasarkan; syarat Islam; amanah; 
kemanfaatan; keadilan; kepastian hukum; terintegritasi; dan akuntabilitas; 
3. Pasal 3 pengelolaan zakat bertujuan ayat (1); meningkatkan efektivitas dan 
efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; ayat (2); dan meningkatkan 
manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan 
penanggulangan kemiskinan. 
4. Pasal 4 ayat (1);  Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah. Ayat (2) Zakat 
mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: emas, perak, dan 
logam mulia lainnya; uang dan surat berharga lainnya; perniagaan; 
pertanian, perkebunan, dan kehutanan; peternakan dan perikanan; 
pertambangan; perindustrian; pendapatan dan jasa; dan rikaz. Ayat (3) 
Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang 
dimiliki oleh muzakki perseorangan atau badan usaha. Ayat (4) syarat dan 





dengan syariat Islam. Ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan 
tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) diatur dengan peraturan Menteri.   
Pada dasarnya tujuan pemerintah menetapkan peraturan tersebut yaitu salah 
satu bentuk keseriusan pemerintah dalam pengelolaan zakat yaitu dengan 
dibentuknya lembaga atau badan amil zakat nasional (Pusat, Provinsi, dan Kota) 
yang dimana kinerja BAZNAS telah ditetapkan oleh pemerintah guna untuk 
kesejahteraan dan keadilan masyarakat Kota Bandung. 
BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional ) merupakan suatu lembaga yang 
memiliki tugas untuk melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS 
Kota Bandung tidak berdiri dengan mandiri atau berdiri sendiri tetapi bekerja 
sama dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan yang ada di Kota 
Bandung. Yang dimana Badan Amil Zakat Nasional hanya menerima laporan dari 
Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dari setiap Kecamatan untuk membantu kelancaran 
kinerja BAZNAS.  
Berdasarkan salah satu Misi BAZNAS Kota Bandung yaitu “Memaksimalkan 
Peran Zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Bandung melalui sinergi 
dan koordinasi dengan lembaga terkait”. Masyarakat miskin yang termasuk 
golongan Mustahiq dapat dibantu kebutuhan sehari-harinya dengan zakat.  
BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Bandung memiliki 





Bendahara BAZNAS belum disiplin dalam membuat laporan zakatnya, karena 
sistem pembuatan laporan tidak berjalan secara beraturan. 
Permasalahan selanjutnya pada BAZNAS yaitu mengenai fasilitas atau sarana 
penunjang pekerjaan. Di BAZNAS masih kurangnya fasilitas atau sarana 
penunjang pekerjaan yang dimana setiap pegawai BAZNAS tidak semua memiliki 
meja dan kursi masing-masing untuk melakukan pekerjaannya, dan alat teknologi 
yang masih sangat kurang. Karena pegawai BAZNAS kurang lebih sejumlah 22 
pegawai tetapi alat teknologi BAZNAS hanya sejumlah 4 komputer. Dalam 
permasalahan ini akan mengakibatkan lambatnya kinerja BAZNAS Kota 
Bandung.  
Permasalahan BAZNAS juga termasuk dengan ASN atau Zakat Profesi, yang 
dimana 100% ASN belum melakukan Zakat Profesi dengan secara langsung 
disetorkan terhadap UPZ atau BAZNAS. 60% ASN yang melakukan Zakat 
Profesi dengan menyalurkan ke Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau dengan 















1 3.641 2016 
2 262.639 2017 
Sumber: Hasil Penelitian (Diolah oleh Peneliti pada Tahun 2017) 
Dari tabel diatas, maka dapat dilihat jumlah Mustahiq tahun 2016 sejumlah 
3.641, sedangkan jumlah Mustahiq tahun 2017 sejumlah 262.639. maka peneliti 
mengindikasikan bahwasannya tidak adanya perubahan jumlah Mustahiq yang 
signifikan atau perubahan jumlah Mustahiq yang positif, Sehingga dapat 
dikatakan adanya permasalahan dalam kinerja BAZNAS Kota Bandung, karena 
berdasarkan salah satu Misi BAZNAS Kota Bandung yaitu “Memaksimalkan 
peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Bandung melalui sinergi 
dan koordinasi dengan lembaga terkait”. 
Berdasarkan permasalahan dan data yang telah peneliti paparkan di atas, maka 
peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Badan 






B. Identifikasi Masalah  
Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka peneliti 
mengidentifikasikan permasalahan sebagai berikut: 
1. Bendahara atau bagian pelapor zakat yang belum disiplin dalam 
memberikan laporan zakatnya. 
2. Fasilitas atau sarana prasarana penunjang pekerjaan di BAZNAS Kota 
Bandung yang masih belum memadai. 
3. Masih banyaknya ASN (Aparat Sipil Negara) Kota Bandung yang belum 
menyalurkan zakat profesinya secara langsung terhadap BAZNAS Kota 
Bandung. 
4. Semakin banyaknya jumlah Mustahiq tahun 2016 ke tahun 2017 di Kota 
Bandung. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan 
permasalahan yaitu: 
1.  Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang 
pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota 
Bandung ? 
2.  Dimensi apa saja yang menjadi hambatan-hambatan dalam 
mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang 






3.  Bagaimana upaya-upaya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota 
Bandung dalam mengatasi hambatan-hambatan implementasi Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di Badan Amil 
Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandung ? 
 
D. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu: 
1. Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2011 tentang pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional 
(BAZNAS) Kota Bandung. 
2. Untuk mengetahui dimensi yang menjadi hambatan-hambatan dalam 
mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang 
pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota 
Bandung. 
3. Untuk mengetahui upaya-upaya Badan Amil Zakat Nasional 
(BAZNAS) Kota Bandung dalam mengatasi hambatan-hambatan 
implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang 










E. Kegunaan Penelitian 
Dalam Penelitian yang mengenai pengelolaan zakat oleh BAZNAS (Badan 
Amil Zakat Nasional) ini diharapkan dapat memberikan kegunaan yang jelas dan 
bermanfaat baik dilihat dari kegunaan teoretis maupun kegunaan praktis, yaitu: 
1. Kegunaan Teoretis 
a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat berguna untuk 
menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam keilmuan 
Administrasi Publik dan pengelolaan zakat di BAZNAS (Badan 
Amil Zakat Nasional) Kota Bandung. 
b. Bagi Perguruan Tinggi atau Universitas, hasil penelitian 
diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk 
mahasiswa dalam penelitian selanjutnya. 
2. Kegunaan Praktis 
a. Bagi peneliti 
Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu syarat meraih gelar 
Sarjana Administrasi Publik dan dengan penelitian ini, peneliti dapat 
menerapkan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari selama perkuliahan ke 
dalam suatu permasalahan yang nyata disekitar peneliti sehingga 
bermanfaat bagi peneliti dalam mengembangkan ilmu pengetahuannya 
dan wawasannya khususnya mengenai pengelolaan zakat di Badan Amil 







b. Bagi Instansi 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan maupun koreksi 
bagi Pegawai BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), agar mampu 
melaksanakan kebijakan pengelolaan zakat sesuai dengan ketentuan atau 
kebijakan yang telah ada.  
c.  Bagi Masyarakat 
Agar dapat memberikan gambaran dan informasi kepada masyarakat 
tentang pengelolaan zakat untuk kepentingan publik atau kebutuhan 
masyarakat dalam pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional 
(BAZNAS) Kota Bandung.  
 
F. Kerangka Pemikiran 
Dalam kerangka pemikiran ini, peneliti akan menjelaskan bagaimana alur 
pemikiran dalam penelitian ini. 
Menurut (Edward H. Litchfield dalam Syafii, 2010:25) Administrasi Publik 
adalah suatu mengenai bagaimana bermacam-macam badan pemerintahan 
diorganisasikan, diperlengkapi dengan tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan dan 
dipimpin.  
Dapat diartikan bahwasannya Administrasi Publik merupakan suatu cara 
bagaimana pemerintah atau organisasi dalam melaksanakan tugasnya untuk 
mencapai tujuan pemerintah atau organisasinya. Salah satu elemen dalam 
administrasi publik yaitu kebijakan publik.  
Menurut Thomas Dye dalam (Anggara, 2014:35) mendefinisikan bahwa 





oleh pemerintah, alasan suatu kebijakan harus dilakukan dan manfaat bagi 
kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistis agar kebijakan 
tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya yang tidak 
menimbulkan kerugian, disinilah pemerintah harus bijaksana dalam 
menetapkan suatu kebijakan.  
 
Berdasarkan pengertian di atas, maka kebijakan publik merupakan suatu 
tindakan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat, karena segala kebijakan yang dibuat harus bermanfaat bagi 
masyarakat atau publik.  
Kebijakan itu mencakup seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara, 
termasuk pengelolaan zakat. Kebijakan tersebut terdapat dalam Peraturan yang 
mendukung pelaksanaan pengelolaan zakat yaitu Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. 
Keberhasilan suatu kebijakan publik harus adanya implementasi kebijakan 
yang dapat membantu tercapainya suatu tujuan. Penelitian ini mengacu pada 
model implementasi kebijakan George C. Edward III, karena permasalahan yang 
peneliti temukan di lapangan, dirasa cocok dalam menggunakan model 
implementasi kebijakan George C. Edward III. Sehingga, model implementasi 
kebijakan ini dapat membantu untuk memberikan solusi pada permasalahan atau 
mencapai tujuan penelitian. Karena terlaksananya implementasi kebijakan 
tersebut, akan menghasilkan keberhasilan dalam pengeloaan zakat di Badan Amil 
Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandung. Model implementasi kebijakan 





sumber daya, disposisi, struktur birokrasi (Edward dalam Syafri, Setyoko, 
2010:35-42). 
Dalam proses implementasi kebijakan pengelolaan zakat, maka peneliti 
menggunakan model sistem sebagai acuannya. Model sistem tersebut dapat dilihat 





Sumber : Nisjar, Winardi (1997:71) 
Merujuk pada model sistem di atas, maka kerangka pemikiran pada 
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